
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2OO7 NOMOR 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR {1 TAHUN 2OO7

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2OO7

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ilhrrmbang

BUPATI TEMANGGUNG

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) bersama BupatiTemanggung telah
menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Tahun 2007 sesuai dengan Keputusan
Gubernur Jawa Tengah Nomor 910111212007
Tahun 2007 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
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Mengingat :1.

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2007;

bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah
tentang Anggaaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2007 tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2007.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentarg
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tenfg
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Nega
Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 6q,
Tambahan Lembaran Negara Republik I

Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun
(Lembarana Negara Republik lndonesia T
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Republik lndonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (L
Negara Republik lndonesia Tahun 1997
Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 3685), sebagaimana teldh diubah
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahtn
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tatr.r
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Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia 4048);

4. Undalg-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunai
(Lembaran Negara Republik lndonesia fanun-tggZ
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3668);

5. Undang-Undang Nomor 2g Tahun 1gg9 .tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas daI
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 19gg Nomor 75,
Tamb'ahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 38510;

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
tentang Keuangan Negara Tambahan Lembarai
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia
tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negari
Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4355);

B. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangai
(Lembaran Negara Republik lndonesia ianun Z6O+
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor a38g);

9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung JawaS
Keuangan Negara (Lembaran ttegala Republik
lndonesia tahun 2004 Nomor 66, tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400):
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10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentrqg

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasiqd

[Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2ltrll
iriomor 104, tamoanan Lembaran Negara Repfl
lndonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tenl4
p"r"ti"ntrn"n baerah (Lembaran Negara ReOtil11.

inJonesia Tahun 2oo:4 Nomor 125, Tambdn
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

sebagaimana telah diubah dengan U

Nomor I Tahun 2005 tentang Penetapan

Pemerintah Pengganti Undang-undang Nonr
Tahun 2O05 tentang Perubahan Atas

undang Nomor 32 Tahun. ?.0O.4
Pemerintahan Daerah menjadi
(Lembaran Negara Republik lndonesia tahun

Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

lndonesia Nomor 4548);

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 n- 
ierimU-angan keuangan antara Pemerintah.

dan Penierintahan Daerah (Lembaran lt

Republik lndonesia tahun 2904 .T:ToI
Tambahan Lembaran Negara Republik

Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun i'-' 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerdt

Wakil kepala Daerah (Lembaran \qg"t1
lndonesia Tahun 2OO1 Nomor 210, T
Lembaran Negara Republik lndonesia Norna

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun' " 
t*t"ng Pajak Daerah (Lembaran ry-"g"g-ry
inJon""si" Tahun 2OO1 Nomor 118, T
Lembaran Negara Republik lndonesia Nonr

15. Peraturan
tentang

Pemerintah Nomor 66 Tahut
Retribusi Daerah (Lembaran
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Republik lndonesia Tahun 2OCi' Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4139);

16. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2003
Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, serta J-umlah
Kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 42g/);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badang Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik 

-lndonesia
Tahun 2005 Nomor 4g, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi pemerintah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 ir,lomor 4g,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4503);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor ig6,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OOs
tentang Dana perimbangan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor igl,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun ZOO5
tentang lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 13g,
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Tambahan Lembaran Negara Repubiik lndonesia
Nomor 4576);

22. Peraluran Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 45m

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20(E
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesh
Nomor 4578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2W
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesb
Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2W
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasirl
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaa
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 165"

Tambahan Lembaran Negara Republik lndones-
Nomor 4593);

26. Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun ffi,
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstad
Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesl
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaa
Negara Republik lndonesia Nomor ail$;

27. Peraluran Pemerintah Nomor 37 Tahun AIf
tentang Perubahan Kedua Atas
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
Kedudukan Protokoler dan Keuangan
dan Anggota DPRD (Lembaran Negara
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lndonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4659);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
12 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
2002 Nomor 51);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
6 Tahun 2006 tentang Perbendaharaan Daerah
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2002 Nomor 52);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor
6 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Penivakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2006
Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

dan
BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN
tiler-'etapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2OO7

Pasal 1

r{"Egaran Pendapatan dan Belanja Daerah
reFgan rincian sebagai berikut:" rendapatan Daerahl Belanja Daerah

Surplus/(Defisit) (1 - 2)

Tahun Anggaran 2007

Rp 503.527.892.298,00
Rp 51 9.948. 1 1 5.303,00_
Rp 16.420.223.005,00
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3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan Rp24.A43.723.005,00
b. Pengeluaran Rp 7.623.500.000,00 _

Pernbiayaan Netto Rp 16.420.223.005,00
SisalebihPembiayaanAnggaranTahunBerkenaanmd

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

b. Dana Perimbangan sejumlah

4.484.656.500,m
17.221.705.595,6
2.043.345.500.{E

11.237.000

Rp 389.124.000
Rp 39.674.000

5.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 276.249.950-000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a terdiri darijenis Pendapatan:
a. Pajak Daerah sejumlah

b. Retribusi Daerah sejumlah

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan sejumlah

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
sejumlah

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud
darijenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil sejumlah

b. Dana Alokasi Umum sejumlah

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah

(1) huruf b terfr

Rp 12.118.1

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana
pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:
a. Hibah sejumlah Rp

b. Dana Darurat sejumlah Rp

c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp
sejumlah

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Rp
Pemerintah Daerah Lainnya sejumlah

13.134.4

9.490

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdili
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

b. Belanja Langsung sejumlah

Rp 34.986.707.595,00

Rp 440.916.189.703,00

Rp 3tz.
Rp 207.

Rp

Rp

Rp

Rp

ayat
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Rp

Rp

Rp

Rp

r
?' Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa terdiri darijenis Belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah Rp 231.072.130.211,00c. Belanja Bunga sejumlah: Beranja subsidisejumrah [: ,illlll.lll;ll
d. Belanja Hibah sejumlah
e Beranja Banruan sosiar sejumrah [l ]llil.llglll:ll", Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp gr.Urn.OOO,OO
g. Belanja Bantuan Keuangan sejumtah Rp oa.Oia.irU.UOO,OOr. Belanja Tidak Terduga sejumtah Rp ,.OOO.OOO.OOO,OO

Lits; Belanja Langsung sebagaimana dimaksud
terdiri dari jenis Belanja:
a. Belanja pegawai sejumlah
u. Belanja Barang dan Jasa sejumlah
c. Belanja Modal sejumlah

pada ayat (1) huruf b

Rp 27.ozl.Bo1.g42,oo
Rp 6t.4l6.3z2.gso,oo
Rp r2.7go.gso.95o,oo

Pasal 4

1i' Fembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud daram pasar 1 terdiridari:
a- Penerimaan sejumlah
:. Pengeluaran sejumlah

Rp 24.o43.t23.oos,oo
Rp 7.623.500.000,oo

Rp 5.000.000.000,00

0,00

0,00
19.043.723.005,00

0,00

Rp 5.000.000.000,00
Rp 2.623.500.000,00

E Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri daripnis Pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran sebelumnya (SlLpA) sejumlah
s. Pencairan Dana Cadangan seiumiah
c. Hasil Penjualan kekayaan
d. Penerimaan pinjaman Daerah sejumlah
e. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman

sejumlah
ri. Penerimaan piutang sejumlah Rp 0,00

'3 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiridarijenis Pembiayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
o. Penyertaan Modal (lnvestasi) pemerintah

sejumlah
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c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini,
terdiridari:
1. Lampiran I

2. Lampiran ll

3. Lampiran lll

4. Lampiran lV

5. Lampiran V

Daerah;
6. Lampiran Vl :Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan pcr

Jabatan;
Lampiran Vll : Daftar Piutang Daerah;
Lampiran Vlll :Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah;
Lampiran lX :Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Tetap Daerah;
10. Lampiran X :Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran
dan Belanja Daerah (APBD) sebagai landasan opeasional
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Temanggung Tahun Anggaran 2007.

Pasal 7

Guna menutup defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada
Peraturan Daerah ini, DPRD Kabupaten Temanggung
persetujuan kepada Pemerintah Kabupaten Temanggurg

0,00

0,00

Rp

Rp

: Ringkasan APBD;
: Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

:Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah.
Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

:Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;

:Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dat
Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuanga

7.
8.
9.
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penarikan pinjaman
&/atau kepada pihak

kepada PT Bank Jawa Tengah (Bank
ketiga lainnya pada tahun-anggaran

pasal g

Pgg3n wajib menyampaikan Laporan Semesteran
APBD kepada DPRD dan disampaikan pating drb;i-1'hkr setelah berakhirnya semester yang bersangkutani

Pasal 9

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembarin OaeLn
Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 22 Maret 2007

BUPATI TEMANGGUNG
WAKIL BUPATI

ttd
MUKHAMAD IRFAN

di Temanggung
Eqgal 22Maret2007

SEKRETARIS DAERAH
TEN TEMANGGUNG

ttd
TI. SETYO ADJI

DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2OO7

rr Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agaroryg d3Oa! mengetahuinya memerintahkan pen-gunOangln
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